BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

L

Berdasarkan pada Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengecualian-pengecualian
terhadap para pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha maupun perjanjian-
perjanjian. OVO menyalahgunakan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang
menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing dari segi harga
maupun kualitas serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing
untuk memasuki pasar.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha telah memberikan kewenangan kepada KPPU, yakni
KPPU Memiliki Kewenangan yang meliputi:

a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat;

c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat
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atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil
penelitiannya;

menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak
adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang ini;

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,
atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia
memenuhi panggilan Komisi;

meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan undang-undang ini;

mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan atau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku
usaha lain atau masyarakat;

memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan Undang-undang ini.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan di dalam skripsi ini, maka
ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan yaitu :

1. Perkembangan ekonomi yang terjadi sangatlah pesat, begitu juga dengan perilaku
pelaku usaha dalam mencari keuntungan. Maka dari itu dibutuhkan suatu tatanan
hukum yang lebih jelas dan tegas sehingga pelaku usaha tidak lagi menyalahgunakan
posisi dominannya. KPPU harus membuat suatu standar khusus dalam menentukan
ruang lingkup dari suatu pasar dan bagaimana mengukur penguasaan pasar yang
dimiliki oleh pelaku usaha.

2. OVO yang memiliki posisi dominan dalam pembayaran elektronik (e money) sebagai
pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam pasar bersangkuta, KPPU sebagai
pihak yang melakukan pengawasan dan penagakan Undang-Undang Nomor 5 tahun
1999 memerintahkan agar OVO tidak lagi melanjutkan dalam pelanggaran posisi
dominan di sejumlah mall dan gedung yang dimiliki oleh Lippo Group, dimana posisi

dominan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh OVO.
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